
GUBERI{UR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUI| G
NoMoR . c t,J6A B.o7 t lflir.t 2c/24

TENTANG

PEITETAPAN KEBUTUHAN .IABATAIT FUITGSIOI{AL
PENGAWAS PEITYELEIT(X}ARAAN I'RUSAN PEMERII{TAIIAN DAERAII

PEMERII{TAII PROVINSI LAMPUI{G

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Keq'a dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

B / 1 957 / M. SM .O l.OO / 2024, hal Persetujuan Kebutuhan 8
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi
lampung, tanggal 05 Mei 2024, perlu menetapkan
Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan
Gubernur l,ampung;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tatlun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 201 I tentang
Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai
Negeri Sipil Untuk Daerah;

Mengingat



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
9 Tahwn 2O22 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Ke{a Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor I Tahun 2024;

1. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: 82l.29l2OlOlIJ, hal
Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi la.mpung,
tanggal 2l Jrtli 2022;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

B/1957/M.SM.OI.OOl2O24, hal Persetujuan
Kebutuhan 8 Jabatan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 05 Mei 2024;

MEMUTUSI(AN:

XTPUTUSAN GT'BERITT'R TEI{TANG PENETAPAN
KEBUTT'HAN JABATAN FTIITGSIONAL PEI{GAWAS
PENTELII{GGARAAIT T'RUSAN PEMERINTAIIAIT
DAERAH PEMERII{TAII PROVIilSI LIIMPT'ITG.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah
Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum da-lam
l,ampiran I dan ta.mpiran II Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

-3-

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk
penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi
dan efektifrtas pelaksanaan tugas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telykbgtung
pada tangga.l 8b' b - 2024

Pj.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jaka.rta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. lnspektur Provinsi L€mpung di Bandar L€mpung;
6. KepaJa Badan Kepegawaian Daerai Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekreta.riat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.



-4-

LAMPIRAN I :

RIITCIAIT KEBUTT'HAIT JABATAN FT'NGSIOIYAL
PENGAWAS PEITTELENGGARAAN URUSAN PE}IERINTAIIAN DAERAH

PEMERIIYTAII PROVIilSI LAMPI'ITG

PJ. GUBERITUR LAMPUNG,

UDIN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : cp-by'p.o7,/HK/2o24
TANGGAL: 4b-b- 2024

No. Nama Jabatan Kebutuhan

1 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Ahli Pertama

27 Orang

c Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Ahli Muda

19 Orang

3 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Ahli Madya

13 Orang

JumLah 59 Orang



-
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LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPU NG
NoMoR I c/36j/ /B.of, /HK/2o24
TANGGAL /4 -b- 2024

PETA JABATAN FUITGSIONAL PEITGAWAS PEIYYELEIYGGARAAN URUSAN
PEMERIITTNIAI{ DAERAH PEMERINTAII PROVIilSI LAMPT'NG

PJ. GUBERNUR LAMPUNG,

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungslonal

KebutuhanIllama Jabatan

Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Daerah Ahli Pertama

27 Oratg

19 Orang

Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
Daerah Ahli Muda

Pengawas
Penyelenggaraan
Urusan Pe me rintahan
Daerah Ahli Madya

13 Orang

INSPEKTUR
PEMBANTU

UDIN


